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PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI 

NOMOR 17 TAHUN 2011 

TEN'fANG 

SALINAN 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKA YAAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPA TI KEDIRI, 

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah dan 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu mengatur pemakaian 

kekayaan daerah; 

h. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri 

C. 

"' 
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 2, Tarnbahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24) perlu diganti; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

!. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

daerah Kab1.,paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sehagaimana 

tclah diubah dengan Undang-Undang Nomo ·· 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nome: 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun I 999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 3851 ); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beherapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 · 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48'.'4); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

6. Und:mg-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemturan 

Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahdll Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia NomOI· 4593) ; 

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara / Da•~rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

12. Peraturan Pemerintah N omor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pettgelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kroiri Tahun 2000 Nomor l O / Seri D): 
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16. Pcraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 

2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41 ); 

17. Pcrnturan Daerah K.abupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kcrja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 

Lernbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 42); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan 

Lcmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 46); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kediri i\Jomor 49); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kediri Nomor 63); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan. Pertambangan dan Energi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Df•.erah Kabupa!en Kediri Nomor 54); 

22. Peraturan Daerah Kabupat.en Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupat~n 

Kcdiri Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri 

Nomor 55); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kc<.liri Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri 

Nomor 58); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri 

Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri 

Nomor 73); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri 

Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri 

Nomor 74); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik di Kabupatcn Kcdiri (Lembaran Daerah Kabupaten Kcdiri Tahun 2010 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80); 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 85); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kediri Nomor 91 ); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI 

dan 

BTJPATI KEDIRI 

MEMUTUSKAN : 

PERA TURAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI 

KEKAYAAN DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kabupaten Kediri. 

2. Pcmerintah Daerah ada]ah Pemerintah Kabupaten Kediri. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri. 

PEMAKAIAN 

4. Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau mod..i, yang merupakan kesatuan 

baik yar,g melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yan g 

meliputi Pcrseroan Terhatns. Perseroan Komanditcr. perseroan lainnya. Sadan 

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan Usaha MiJik Daerah (BUMD) 

dengan narna dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya tcnnasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6 . Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 

kegiatan penagihr.n retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 

pcnyetorannya. 
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7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 

oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta . 

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi 

adaJah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain 

pemakaian tanah, lapangan dan bangunan/gedung, pemakaian kendaraan alat 

berat dan alat penelitian laboratorium, alat-alat berat milik daerah . 

10. Kekayaan Daeral1 adalah barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang 

dimiliki Pemerintah Daerah. 

11. Waj ib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

pemndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib retrihusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah dari 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

I J. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

rnel:llui ternpat pembayaratt yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat kete·'.apan Retribusi yang menentukan bcsamya jumlah pokok retribusi 

yang terutang. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 

retribusi yang terutang atau seharusnya ridak terutang. 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda. 

17. lnscntif Pernungutan Retribusi yang selanjutn:1a disebut fnsentif adalah 

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja 

tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasukan suatu standar pemeriksaan untuk menguj i kepatuhan pemenuhan 

kcwnjibnn rctribusi clulnm mngkn mclnbnnnkcm kctcntunn Pcnlt\trnn 

Pmmdang-undangan Rctnbusi Da~rah . 
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19. Pcnyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya 

disebut Penyidik, untuk mencari serta mengum: 1ulkan bukti yang dengan bukti 

itu membuat terang tindak pidana dibidang retri )t,si daerah yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

BAB II 

KETENTUAN PERJZINAN 

Pasal 2 

( I) Setiap Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kediri wajib mendapatkan 

izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Jangka waktu Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) yang berupa pemakaian kios/pertokoan dan gudang berlaku selama 5 

(lima) tahun dan dapat diperpanjang. 

(3) Jangka waktu Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ) yang berupa izin pemakaian tanah berlaku selama 2 (dua) tahun dan 

dapat diperpanjang. 

(4) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan 

mengajukan permohonan baru. 

(5 ) Jika terjadi pemindahan hak pemakaian kios/pertokoan dan gudang maka 

kepada yang menerima hak dikenakan biaya sebesar 12 (dua belas) kali 

jumlah Retribusi Sewa Kios/Gudang setiap bulan yang telah ditetapkan dan 

harus dibayar !unas padl't saat pengajuan ijin. 

(6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 3 

\Vi layah penzinan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalarn Peraturan 

Daerah ini meliputi pemakaian tanah, lapangan olah raga, gedung/bangunan, 

pcmakaian alat berat, pemakaian alat penelitian laboraturium, pemakaian 

timbangan ternak, sewa rumah dinas, pemakaian kios dan gudang yang merupakan 

milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri dan di seluruh Kecamatan di 

Kabupaten Kediri. 

BAB III 

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

BAGI PEMEGANG IZIN 

Pasal 4 

(I) Pemegang izin pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berhak : 

a. melakukan kegiatan pemanfaatan Pemalr.aian Kekayaan Daerah pada 

lokasi yang telah ditentukan dalam izin; 
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b. melarang pihak lain yang melakukan kegiatan pemanfaatan Pemakaian 

Kekayaan Daerah padu lokasi izin yang telah diberikan; 

c. melakukan konsultasi teknis dengan instansi terkait. 

(2) Pemegang izin wajib : 

a. melaksanakan pemanfaatan Pemakaian Kckayaan Daerah sesuai syarat

syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam izin; 

b. melaporkan secara teriulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik 

kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; 

c. membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada Pemerintah 

X:abupaten Kediri; 

d. memelihara kelestarian lingkungan sekit.•r serta memperbaiki segala 

kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pemanfaatan 

Pemakaian Kekayaan Daerah di lokasi yang telah ditentukan dalam izin. 

(3) Pemegang izin dilarang: 

a. melakukan kegiatan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah diluar 

lokasi yang ditetapkan dalam izin; 

b. menggadaikan, memindahtangankan atau menjual izin yang telah 

diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat 

yang ditunjuk; 

c. mengadakan perubahan bentuk/menambah bangunan tanpa izin Kepala 

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; 

d. menggunakan bangunan untuk rumah tempat tinggal kecuali untuk ruko. 

BABrY 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 5 

Dcngan nama Rctribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai 

pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. 

Pasal 6 

( I ) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan 

daerah. 

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (!) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi 

dari tanah tersebut. 

(3) Yang dimaksud Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (!) adalah : 

a. pemakaian tanah ; 

b. pcmakaian lupangan olah raga, gcdung / bangunan ; 

c. pemakaian alat berat ; 
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d. pemakaian alat penelitian laboratorium ; 

e. pemakaian timbangan temak di pasar hewan ; 

f. pemakaian kios/pertokoan/gudang, kolarn ikan dan kolam pemancingan ; 

g. pemakaian rurhah dinas. 

Pasal 7 

Subyek Retribmi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan 

yang men!;gunakan / menikmati pemakaian kekayaan daerah. 

BAB V 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 8 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 

BAB VI 

CARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA 

Pasal 9 

Tingkat Penggunaan Jasa berdasarkan frekuensi, jenis, jangka walctu, sampel, 

lokasi dan luas Pemakaian Kekayaan Daerah. 

BAB VII 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM 

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 10 

( I ) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 

didasarkan pada tujuan untuk memperoJeh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien 

dan bcrorientasi pada Harga Pasar. 

Pasal I l 

( 1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan 

dengan mcmperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 



9 

BAB VIII 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 12 

Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

Ill I. 

BAB IX 

WILA Y AH PEMUNGUT AN 

Pasal 13 

Retribusi dipungut di wilayah daerah. 

BAB X 

MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TERUT ANG 

Pasal 14 

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah atau ditetapkan lain oleh 

Kcpala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian. 

Pasal 15 

Rctribusi terutang terjadi pf.Ida saat diterbitkan Sl"RD atau dokumen lain yang 

di persamakan. 

BAB XI 

TAT A CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 16 

( I) Retribusi dipungut dcngan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat 

berupa !rarcis, kupon dan kartu langganan. 

(3) Tata cam pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan 

Rcpal:1 D:l<.·rah. 

BAB XII 

PENENTUAN PEMBA Y ARAN, TA TA CARA PEMBA Y ARAN DAN 

TEMP AT PEMBA Y ARAN 

Posa\ 17 

( I ) Pcmbayaran rctribusi yang tcrutang harus dilunasi sekaligus. 



(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

sejak J iterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan 

Peraturan Kepala Daerah. 

BAB XIII 

PENAGIHAN 

Pasal 18 

( I ) Surat Teguran dan atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan penagihan 

retribusi, dibeatkan dan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh 

tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sete1ah tangga1 Surat Teguran dan/atau 

Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang . 

(3) Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( I) dikeluarkan oleh Kepala Daerah a tau Pejabat yang ditunjuk. 

BAB XIV 

KEBERATAN 

Pasal 19 

( I ) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala 

Dacrah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Ket:eratan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan-alasan yang jclac;. 

(J) Keberatan harus diajukan dalam. jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di 

luar kekuasaannya. 

( 4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan 

pelaksunaan penagihan retribusi. 

Pasal 20 

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 

diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah untuk memberikan 

kepastian hukum bagi Waj ib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus 

diberi kcputusan oleh Kepala Daerah. 
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(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 

atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah lewat dan 

Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 

tusebut dianggap dikabulkan. 

Pasal 21 

( I) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditarnbah imbalan bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

BA B XV 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN 

Pasal 22 

( l) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 

permohonan pcngembalian kepada Kepala Daerah. 

(2) Kepala Daerah dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak 

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), hams memberikan keputusan. 

(J) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 

dan Kepala Daerah 'lidak memberikan suatu keputusan, permohonan 

pcngembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKRDLB. 

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 

(dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 

Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I ) diatur dengan Peratura, Kepala Daerah. 



BAB XVI 

KEDALUW ARSA PENAGIHAN 

Pasal 23 
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( I ) Hak untuk mdakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari w.,jib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihiturig sejak tanggal diterimanya Surat 

Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 

mcmpunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Da..:rah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 

Retribusi. 

BAB XVII 

PENGHAPUSAN PIUT ANG RETRIBUSI 

YANG KE.DALUWARSA 

Pasal 24 

( I) Piutang Rctribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

mela.kukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Kcpala Dacrah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

(3) Tata cara oenghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

BAB XVIII 

PEMERIKSAAN RETRIBUSI 

Pasal 25 

( I) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan 

perundang-undangan Retribusi. 
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(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

objek Retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Kctentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur 

dengllll Peraturan Kepala Daerah. 

BAB XIX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRJBUSI 

Pasal 26 

( I) Kcpala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi. 

(3) Oapat d1bebaskan atau diberikan keringanan dari ketentuan pembayaran 

retribusi alas penggunaan obyek retribusi berupa pemakaian tanah dan 

pemakaian lapangan olah raga serta gedung / bangunan untuk keperluan yang 

diselenggarakan untuk :-

a. k<.:pentingan Pernerintah Daerah; 

b. kepentingan sosial ; 

c. percobaan yang bcrsifat ilmiah; 

d. amal/lbadah; atau 

e. bencana Alam. 

( 4) Tata cara ~ngurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh 
Kepala Daerah. 

BAB XX 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 27 

( I ) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan 

dacrah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pembcrian inscntif sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan melalui 

Anggaran Pendapatan clan Bclanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 



BAB XXI 

PENYIDIKAN 

Pasal 28 
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( I ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang

Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri 

sipil tcrtcntu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat 

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak.. pidana di bidang Retribusi agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. mencliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuk:an 

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi; 

c. melakukan pengge!edahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli-dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

rindak pidana di bidang Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret se~eorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tcrsangka atau saksi; 

J. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

mclalui Penyidik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XXII 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 29 

Dalam hal wa_jib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

sctiap bulan dari rctribusi yang terutang yang ticlak atau kurang dibayar clan ditagih 

dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

BAB XXIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 30 

( I ) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

b~uangan <laerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak 3 (tiga) kali jurnlah retribusi yang terutang yang tid.ak 

atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidanl sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. 

BAB XXIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31 

Pada saa1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka orang atau badan yang telah 

menggunakan / menikmati pelayanan kekayaan daerah harus menyesuaikan dengan 

Peraturan Daerah ini. 



BAB XXV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 
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Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Kediri Nomor 27 Tahun 200 I tentang Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan yang 

Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri 

Tahun 2001 Nomor 9/B Seri B) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 

Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembanm Daerah 

Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kediri Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 33 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Pcraturan- Daerah ini, sepanjang mengenai 

pclaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 34 

Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

in i dcngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri. 

Ditetapkan di Kediri 
pada tanggal 28 - 12 - 2011 

BUPA TI KEDIRI, 

ttd 

HARYANTI SUTRISNO 
Diundangkan di Kcdi,i 
Jada tanggal 28 - 12 - 20 I I 

iEKRET ARIS DAERAH KABUPA TEN KEDIRI 

ttd 

SUPOYO 
LEMUARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 17 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. BUPATI KEDIRI 

SEKRECRAH 

SUPOYO 
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PERATURAN DAER.AH KABUPATEN Jq:DIRI 

N0!\10R 17 T AHUN 2011 

TENTANG 

RETRIRUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN D,' ERAH 

. ' ; • ' ~ I I , j 

Retribusi Daerah, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur kembali 

ketentuan-kctcntuan tentang pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang 

ditetapkan da/am Peraturan Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup j elas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukupj clas 

Pasal 6 

Ayat l 

Ayat 2 

Ayat 3 

Pasa l 7 

Cukup jelas 

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, 

pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel 

listrik/telepon di tepi jalan umum. 

Yang dimaksud dengan Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu 

dengan lainnya oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke Iangit-langit 

yang dipergunakan untuk usaha berjualan tennasuk kios yang menghadap ke jalan 

atau di luar pasar . 

Cukup jclas 

Pasal 8 

Cukup jelas 



Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasa\ 10 

Cukup jelas 

Pasa\ 11 

Cukup jclas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jela.s 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukupjelas 

Pasal 18 

Cukup jclas 

Pasal 19 

Cukupjclas 

Pasal 20 

Cukup jclas 

Pasal 21 

Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukupjelas 

Pasal 23 

Cukup jclas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup _jelas 

Pasal 26 

Cukupjelas 

Pasal 27 

Cukupjelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukup jelas 

2 



Pasal 30 

Cukup jelas 

Pasal 31 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

Cukup jelas 

Pasal 34 

Cukup jc/as 

, 
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LAMPIRAN : PERA TURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI 

NOMOR 17 TAHUN 2011 
TANGGAL : 28 - 12 - 2011 

STRUKTUR DAN BESARNY AT ARIF RETRIBUSI 
PVMA l(A l.\N Kli'W AVJ,AN nAERAH 

..• . . . ···-•· 

~-: ,.1UP1· ; .. ,<,~_,()I.:\ 
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-• · • - ••• ... •- •--•- • - •~--- - •-• - • • ••-••W- • • _,_ , _ 

3 4 2 

Untuk pemakaian tanah permanen Rp 2.000,- ( dua ribu Dinas Pendapatan Daerah 

sepcrti tempat pemasangan reklame rnpiah) per meter persegi 

dan/atau kegiatan yang seje:iis dengan per bulan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan 

Terop Rp 750,- (tujuh ratus Dinas Perhubungan 

lima puluh rnpiah) per 

meter persegi per hari 

!. Pendirian warung, depot dan bangunan Rp 1.000,- (seribu Dinas Pendapatan Daerah 

ti<lak permanen rupiah) per meter persegi 

per tahun 

i Pendirian warung, depot dan bangunan Rp 1.500,- (seribu Iima Dinas Pendapatan Daerah 

permanen ratus rupiah) per meter 

persegi per tahun 

Penjcmuran, pcnimbunan, penyaluran Rp 300,- (tiga ratus Dinas Pendapatan Daerah 

hasil pertanian maupun industri rupiah) per meter persegi 

per tahun 

Digunakan sebagai usaha produksi 

pcrtanian: 

a. Tanah tegal produktif 

b. Tanah legal tidak proC.:uktif 

Tanah pengairan : 

Rp 7.000.000,- (:ujuh 

juta rupiah) per het t?r 

per tahun 

Rp 2.1 00.000,- ( dua juta 

seratus ribu rupiah) per 

hektar per tahun 

Dinas Pendapatan Daerah 

Dinas Pengairan, 

a. dengan masa tanam satu kali Rp. 150,- (seratus lima Pertambangan dan Energi 

puluh rupiah) per meter 

persegi per tahun 

b. dengan masa tanam lebih dari satu Rp. 300,- (tiga ratus 

kali rupiah) per meter persegi 

per tahun 
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: PEMAKAIAN LAPANGAN OLAH RAGA, GEDUNG / BANGUNAN · 

b. JENIS PELA YANAN T ARIF RETRIBUSI SKPD PENGELOLA 
\-+--------------- __ ____, _ ________ ...._ _ ______ _____, 

t. 2 3 4 
f Lapangan Chanda Bhirawa Bagian Umum 

' a. Untuk keperluan pertunjukan dengan Rp 1.000.000,- (satu juta 

I b. 
memungut biaya 

Untuk keperluan pertunjukan 

bersi fat sosial keagamaan 

rupiah) sehari semalam 

yang Rp 500.000,- (lirna ratus 

ribu rupiah) sehari 

semalam 

c. Untuk keperluan pertandingan olah raga Rp 300.000,- (tiga ratus 

memungut biaya masuk ribu rupiah) setiap kali 

pertandingan 

d. Untuk keperluan rapat atau pcrtemuan Rp 200.000,- (dua ratus 

yang tidak memungut biaya masuk ribu rupiah) setiap satu 

kali pernakaian 

Lapangan T enis : 

a. Untuk keperluan latihan I (satu) kali 

seminggu dalam 1 (satu) bulan untuk satu 

klub dcngan sat11 lapangan dengan batas 

pemakaian paling lama 4 ( em pat) jam: 

1) Lapangan Ten is terbuka 

2) Lapangan Tenis te'iutup 

b. Untuk keperluan pertandingan I (satu) 

hari dengan satu lapangan: 

1) Untuk lapangan terl:;uka 

2) Untuk lapangan tertutup 

Gedung Bagawanta Bhari : 

a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan

pertemuan resmi, hari nasional dan 

pertemuan yang bcrsifat umurn: 

Rp 75.000,- (tujuh puluh 

lima ribu mpiah) 

Rp 125.000,- (seratus 

dua puluh lima ribu 

rupiah) 

Rp 75.000,- (tujuh puluh 

lima ribu rupiah) 

Rp 125.000,- (seratus 

dua puluh lima ribu 

rupiah) 

1) Siang atau malam hari dengan waktu Rp 150.000,- (seratus 

paling lama 6 ( enam) jam lima puluh ribu rui ,j,.._h) 

2) Sehari semalam Rp 300.000,- (tiga ratus 

ribu rupiah) 

Bagian Umurn 

Bagian Umum 
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b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang 

bersifat umum pada waktu siang atau 

malam hari: 

I) Pertunjukan tanpa memungut biaya, 

pcrkawinan dan pesta : 

a) Gedung , air dan listrik 

b) Kursi Ii pat 

c) Pengcras suara: 

► 800 watt 

► 1.600 watt 

► 3.200 watt 

d) Lampu panggung 

2) Pertunjukan dengan memungut biaya : 

Rp 700.000,

@ Rp 2.500,-

Rp 350.000,-

Rp 400.000,-

Rp 650.000,-

Rp 125.000,-

a) Gedung. air dan listrik Rp 900.000,-

b) Kursi lipat @ Rp 2000,=· 

c) Pcngcras suara: 

► 800 watt Rp 400.000,-

► 1.600 watt Rp 500.000,-

► 3.200 watt Rp 750.000.-

d) Lampu panggung Rp 125.000,-

I. Gedung Convention Hall Simpang Lima Bagian Umum 

Gumul, untuk Main hall dengan fasilitas 

full air conditioning, hall seluas 800m2 

(kapasitas 1200 orang) : 

a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan

pertcmuan resmi, hari nasional aan 

pcrtcmuan yang bersifat umum: 

I) Siang atau malam hari dengan durasi Rp 15.000.000,- (lima 

pemakaian maksimal 5 (lima) jam. belas.juta rupiah) 

2) Durasi pemakaian sehari atau Rp 22.500.000,- (dua 

semalam puluh dua juta lima ratus 

ribu rupiah) 

b. Untuk kcperluan pertunjukan, pesta yang 

bcrsifat umum pada dan dilaksanakan 

pada waktu siang atau malam hari : 

I) Pertunj11kan tanpa memungut biaya, 

pertawinan dan pesta sehari 

scmalam 
2) Pertunjukan der,gan memungut biaya 

IT. VIP Room 

Rp 25.000.000,- (dua 

puluh Jima juta rupiah) 

Rp 30.000.000,- (tiga 

puluhjuta rupiah) 

Rp. 1.000.000,- (satu 

juta rupiah) 

3 

l 
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-------------------,----------..-----------, 
Rp. 1.050.000,- (satu 
juta lima puluh ribu 

rupiah) 

lll. Ruang Prasmanan 

IV. Resto/tarifberlaku 1 (satu) resto 

V. Ruang Pengelola l 

VJ. Rua.ng Pcngelola 2 

VII .Ruang Pengelola 3 

VIII. Ruang Serba Guna 

IX. Tcras Balkon/tarifberlaku I (satu) 

Teras Ba.Ikon. 

X. Sub Hall 

Xl. Information Hall/tarif berlaku l (satu) 

Information Hall 

XII. Pcrlengkapan Pendukung : 
a. Panggung ukuran 6M x 12 M 

b. Kursi VVIP/buah 

c. Kursi Lipat/buah 

d. Pengeras suara untuk pertunjukan 

pesta yang bersifat umum tanpa 

memungut biaya : 

800 watt 

1.600 watt 

3.200 watt 

e. Pengcras suara untuk pertunjukan 
a.tau pcsta yang bersifat umum 
dcngan memungut biaya : 

800 watt 

1.800 watt 

3.200 watt 

Rp. 1.100.000,- (satu 

juta seratus ribu rupiah) 
Rp. 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) 

Rp. 550.000,- (lima 

ratus lima puluh ribu 

rupiah) 
Rp. 1.150.000,- (satu 

juta seratus lima puluh 

ribu rupiah) 
Rp. 1.000.000,- (satu 

juta rupiah) 

Rp. 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) 

Rp. 2.200.000,- (duajuta 

dua ratus ribu rupiah) 

Rp. 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) 

Rp. 750.000,- (tujuh 

ratus Iima puluh ribu 

rupiah) 
Rp. 6.500,- (enam ribu 

lima ratus rupiah) 

Rp. 2.500,- (dua ribu 

lima ratus mpiah) 

Rp. 350.000,- (tiga ratus 

lima puluh ribu rupiah) 

Rp. 400.000,- (empat 

ratus ribu rupiah) 

Rp. 650.000,- (enam 

ratus lima puluh ribu 
rupiah) 

Rp. 400.000,- (empat 

ratus ribu rupiah) 

Rp. 500.000,- (lima 
ratus ribu rupiah) 
Rp. 750.000,- (tujuh 
ratus lima puluh ribu 

rupiah) 



Gedung Scrbaguna Pare 

a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan

pcrtcmuan rcsmi, hari nasional dan 

pcrtcmuan yang bersifat umum: 

I) Siang atau malam hari dengan wnktu 

pal ing la111a 5 (lima) j am 

2) Sehari semalam 

b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta 

yang bersifat 11mwn pada waktu siang 

c1H1u m?.lr m b"ri : 

Rp 75 .000,- (tujllh puluh 

lima ribu rupiah)' 

Rp 150.000,- {seratus 

lima puluh ribu rupiah) 

2) Pc,,unjuk- .c"( r"-1.,,,.;llian .!<- ,1 O iai1 ra6,: ' 

dengan memungut biaya : 

a) Gedung Utama 

b) Air dan listrik 

Sanggar Budaya Pare 

ri. Untuk kepcrluan rapat-rapat, pertemuan

pertemuan rcsmi, hari nasional dan 

pertemuan yang bersifat umum: 

I) Siang atau malam hari dengan waktu 

paling lama 5 (lima) jam 

2) Sehari semalam 

b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang 

bersifat unmm pada waktu siang atau 

malam hari: 

I) Pertunjukan dengan mernungut biaya, 

perkawinan dan pesta: 

a) Gcdung Utama 

b) Air dan listrik 

2) Pertunjukan dengan memungut hiaya: 

a) Gedung Utama 

b) Air dan listrik 

Rp 250.000,

Rp 200.000,-

Rp 50.000,- (lima puluh 

ribu rnpiah) 

Rp 100.000,- (seratus 

ribu rupiah) 

Rp 150.000,

Rp l 00.000,-

Rp 200.000,

Rp 150.000,-

5 

KP.iurahan Pare l 

Kecamatan Pare 
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PEMAKAJAN ALA T IlERA T : 

IlESAR SEWA KELEBIHAN 
IlESAR 

KAPASITAS TAII UN 
IlESAR 

JENIS Pf.LA YA1'iA N 
SEWA SKPD 

/IIARI JAMKERJA SEWA /JAM 
TON / MJ PEMillJATAN /TAIIUN PENGELOLA 

(RP) (RPVJAM 
(RP) 

(RP) 

2 3 . 4 5 6 7 8 9 

,lies PUD Ill (Sakai) 8-10 1971 100.000 6.500 - - DPU 

ules PUD IV (Sakai) 8-10 1973 100.000 7.500 - - DPU 

\lies PUD V (Sakai) 4-5 1973 50.000 3.500 - - DPU 

,lies PUD VI (Barata) 6-8 1974 75.000 6.500 - - DPU 

lies PUD Vil (Barata) 6-8 1975 75.000 6.500 - - DPU 

!lies PUD Vl/1 (Darnta) 6-8 1976 75.000 7.500 - - DPV 
illcs PUD IX (Baratn) 6-8 1977 75.000 7.500 - - DPU 

tiles PUD X (8arata) 2,5 1980 50.000 3.500 - - DPU 

tl lcs PUD XI (Barata) 2,5 198 1 50.000 3.500 - - DPU 

!lies PUD Xlll (Barata) 6-8 1983 75.000 9.000 - - DPU 

1lles PUD XIV (Barnta) 6-8 2008 100.000 -· - - - DPU 

illcs PUD XV (Barata) 6-8 2008 100.000 - - - DPU 

tbcd Truck 3,5 TON 1995 100.000 12.000 - DPU 

·sin Pcmecah Batu 10 1989 - - 6.000.000 - DPU 

tccl Loader Barata 1,8 2008 - - - 72.500 DPU 

:avator Kobelco 0,8 2009 - - - 225.805 DPU 

11presor - 2008 181.500 - - - DPU 

idem Roller MGO I 000 0,98 2008 181.500 - - - DPU 

f' EMAKAfAN ALAT PENEUTIAN LABORATORJUM: 

I. Pcmakaian Alat Pcnelitian Laboratorium Jalan Bidang PU : 

0 .JEl'TIS PENGUJIAN - VOLUME 
SEWA SKPD 

ALAT PENGELOLA 
--

2 3 4 5 
-i---------

LAl30RATORIUM TANJ\J-1 (GEOTEKHNIK) 

Kadar Air Tanah 1 sample Rp. 4.000,- DPU 

Atteberg Limit (batas cair) I sample Rp. 7.000,- DPU 

Analisa Saringan I sample Rp. 6.000,- DPU 

PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS 

Dari Drum 1 sample Rp. 29.000,- DPU 
' AGGREGATE (BAI-IAN / MA TERJAL) 

Gradasi (analisa saringan) 1 sample Rp. 5.000,- DPU 

Bcrat Jenis 1 sample Rp. 11.000,- DPU 

Bernt isi I sample Rp. 6.000,- DPU 

BENDA UJI (KUB US SILrNDER BETON) 

Kuat Tckan l3eton I biji Rp. 4.000,- DPU 

Kubus Bcton I biji Rp. 3.000,- DPU 

Silinder Beton I biji Rp. 3.000,- DPU 

KEPADATAN LAPANG-\N 

DPC (dynamic cone penetration) I sample Rp. 4.000,- DPU 

Sand Cone I sample Rp. 6.000,- DPU 
·-
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2. Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan: 

EMERI KSAAN 
.JENIS 

PENGUJIAN 
.JENIS SAMPEL 

SKPD 
BIA Y A/SAMPEL 

PENGELOLA 

2 3 4 5 6 
--·------ . 

' 
- .. .. ·- -- ··--·- ·-·---

I _'.()-· . 0.000,-._ . ·F . , _,,, I Dinas Petemakan 

RBT Serum Darah Rp. 9.000,- dan Perikanan 

astitis Mastitis Test Susu Rp. 7.500,- Dinas Peternakan 

dan Perikanan 
) HA-HI Test Serum Darah Rp. 2.000,- Dinas Petemakan 

dan Perikanan 

HA-HI Test Serum Darah Rp. 3.000,- Dinas Petemakan 

dan Perikanan 

:ntifikasi Cacing Natif/Apung Feses I3p. 2.000,- Dinas Peternakan 

dan Perikanan 

dah Bangkai - Unggas, ikan Rp. 25.000,- Dinas Peternakan 

dan Perikanan 

lang Kesmavet : 

Mutu Susu Organoleptis Susu Segar Rp. 10.000,- Dinas Peternakan 

;ar Total Solid Rp. 10.000,- dan Perikanan 

Kadar Lemak Rp. 30.000,-

I3KTL Rp. I 0.000,-

Kadar Protein Rp. 30.000,-

BJ Rp. I 0.000,-

Uji Alkohol ~ Rp. 10.000,-

Uji Didih Rp. I 0.000,-

Derajad Asam Rp. 5.000,-

Angka Reduktase Rp. 20.000,-

Angka Katalase Rp. 20.000,-

'.emaran Total Kuman Rp. 40.000,- Dinas Petemakan 

roba E. Coli Bahan Asal Rp. 75.000,- dan Perikanan 

Coliform 1-kwan (BAH) Rp. 60.000,-

Staphylococcus Hasil Bahan Asal Rp. 7:'-.000,-

Salmonella Hewan (HBAH) Rp. 80. 1<'0,-

:esidu Rcsiciu Antibiotik Bahan Asal Rp.100.000,- Dinas Petemakan 

Residu Pestisida Hewan (BAH) Rp. l 00.000,- dan Perikanan 

Residu Formalin Hasil Bahan Asal Rp. 50.000,-

Rcsidu Boraks Hewan (HBAH) Rp. 50.000,-

em. Daging Fisik Daging sapi, Rp. 20.000,- Dinas Petemakan 

Kimiawi kambing, ayam, Rp. 40.000,- dan Pcrikanan 

babi, ikan 

litas Air Dcrajad Asam Ai r Rp. 10.000,- Dinas Peternakan 

dan Perikanan 
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3. Pcmakaian Sarana Laboratorium Perikanan : 
-

JENIS SKPD 
EMERIKSAAN JENIS SAMPEL DIAYA 

r ENGUJIAN PENGELOLA 

2 3 4 5 6 

meriksaan Ikan Organoleptik Ikan Rp. 20.000,- Dinas Peternakan 

Parasit Rp. 50.000,- dan Perikanan 

4. Pemakaian KJinik Hcwan : 

r JENIS PELA YANAN BIAVA 
SKPD 

PENGELOLA 
-· · ·- .. ··--··- ···--· -~----- ····----- ··-·-···--- - -

' 
,,, 

' < .. , ; .. , 
-- · - - _ ____ I _ i 

.. ·- - ·· . . - ·- · · -···-··· · ···•- - ··- --· -- -·--------- -
Petayanan Umum : Dinas Peternakan 

I. Obat suntik umum Rp. 25.000,- dan Perikanan 

2. Obat suntik spesifik Rp. 30.000,-
·-

Perawatan intensip dan opnan1 : Dinas Petemakan 

I. Pcrawatan intcnsip awal Rp. 30.000,- dan Perikanan 

2. Perawatan intensip lanjutan / jam Rp. 20.000,-

3. Opnam Rp. 40.000,-

Pelayanan Med is Non Operatif, tarif bclum Dinas Petemakan 

, tcrmasuk obat-obatan dan bahan lain : dan Perikanan 

I. Vaksinasi Rp. 20.000,-

2. Katcrisasi Rp. 20.000,-

3. Scraping Kulit ~ Rp. 10.000,-

PEMAKAJAN TJMBANGAN TERNAK DI PASAR HEWAN: 

) PELA YANAN 
BIA YA SETIAP. KALI 

SKPD PENGELOLA 
PEMAKAIAN 

2 3 4 

Bcrat tcrnak kurang dari 100 Kg Rp. 1.000,- Dinas Pendapatan Daerah 

Bcrat ternak I 00 Kg sampai Rp. 1.500,- Dinas Pendapatan Daerah 

dengan 200 Kg 

Berat ternak lebih dari 200 Kg Rp. 2.000,- Dinas Pendapatan Daerah 

PEMAKAIAN KIOS/PERTOKOAN/GUDANG, KOLAM IKAN DAN KOLAM 

PEMANCINGAN : 

BIA YA PEIR BULAN 
I PELAYANAN PER METER SKPD PENGELOLA 

PERSEGI 

2 3 4 

Unit Pclaksana Teknis Di1.uS Pendapatan Daerah 

Pendapatan Dacrah Pasar 

Pamenang: 

a) Kios/Pertokoan Pasar Rp 4.700,-
I 



Pamenang Pare 

b) Kios/Pertokoan Simpang Tiga Rp 3.750,

Ringin Budho Pare 

c) Kios/Pertokoan di belakang Rp 3.750,-

bioskop Mustika Pr.re 

d) Kios/Ruko Pasar Pam..::nang Rp 3.750,-

e) Kios/Pertokoan Pasar Gurah Rp 3. 150,-

f) Kios/Pertokoan Pasar Bendo Rp 2.500,-

Unit Pclaksana Teknis D:nas Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah Pasar Pare : 

a) Kios/pertokoan JI Pang'.ima Rp 4. 700,-

Sudirman Pare (KAI) dan 

Pasar Sayur Brambangan 

Pare 

b) Kios/Pertokoan JI. Letjen 

Sutoyo Pare 

c) Kios/Pertokoan Pasar 

Kandangan 

cl) Kios/Pertokoan Pasar Pare 

Lama 

Rp 4.700,-

Rp 4.700,-

Rp 3.150,-

e) Kios/Pertokoan Pasar Hewan Rp 3.150,-

Tertck 

Unit Pclaksana Teknis 

Pendapatan Daerah Pasar 

Ngadi luwih : 

a) Kios/Pertokoan Pasar 

Ngadiluwih 

b) Kios/Pcrtokoan di jalan 

stasiun KA. Ngadiluwih 

c) K.ios/Pcrtokoan Pasar Wates 

d) Kios/Pcrtokoan Pasar Kras 

Nomor I sampai dengan 

Nomor29 

e) Kios/Pertokoan Pasar Kras 

Nomor 30 sampai dengan 

Nomor 34 

Rp J .150,-

Rp3 .150,-

Rp 3.750,

Rp 3. 150,-

Rp 3.000,-

f) Kios/Pertokoan T'asar Hcwan Rp 3.000,-

Kras 

Unit Pclaksana Teknis 

Pcndapatan Daerah Pasar 

Gringging: 

a) Kios/Pcrtokoan Pasar Rp 3.750.-

Gringging 

b) Kios/Pcrtokoan Pasar Papar Rp 2.500,-

Nomor sampai dengan 

Dinas Pendapatan Daerah 

9 
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) 

.,-

Nomor 30 

c) Kios/Pertokoan Pnsar Papar Rp 2.000,-

Nomor 31 sampai dengan 

Nomor 33 

d) Kios/Pertokoan Pasar Mojo Rp 2.500,-

e) Kios/Pertokoan Pasar Ploso Rp 1.750,-

t) Kios/Pcrtokoan Pasar Hewan Rp 3.750,-

Grogol 

g) Kios/Pertokoan/Ruko di Bogo RpJ.150,-

Penggunaan Gudang Rp 2.000,- Dinas Pendapatan Daemh 

Pertokoan di UPTD SAP Badas Rp 3.150,- Dinas Petemakan dan Perikanan 

Kolam ikan di UPTD SAP Badas Rp 1.500,- . Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kolam pemancingan di UPTD Rp 600,- Duas Petemakan dan Perikanan 

SAP Bada!; 
, 

PEMAKAIAN RUMAH DINAS : 

PELA YANAN 
BIA YA PER BULAN 

PER METER 

PERSEGI 

SK.PD PENGELOLA 

2 3 

Rumah Dinas di lingkungan Rp 250,-

UPTD Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) 

Rumah Dinas di lingkungan Rp 250,-

Kantor Kecamatan 

Rumah Dinas di lingkungan Rp 250,-

Sekolah Dasar (SD) 

Rumah Dinas lingkungan UPTD Rp 250,-

Pengairan 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. BUPATI KEDIRI 

SEKREL:?RAH 
SUPOYO 

4 

Dinas Kesehatan 

Bagian Umum 

Dinas Pendidikan 

Olahraga 

Dinas Pengairan, 

dan Energi 

BUPA TI KEDIRI, 

ttd 

HARYANTI SUTRISNO 

Pemuda dan 

Pertambangan 
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